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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-
Nya kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal
ini untuk memastikan agar setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah berjalan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan mengukur hasil kinerja
Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Muara Enim serta
permasalahan yang timbul selama pelaksanaan tahapan sekaligus rekomendasi
perbaikan atau solusi atas permasalahan yang terjadi.

Penyusunan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sekaligus
evaluasi terhadap Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan
mengingat KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan diwajibkan
untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membuat laporan semua tahapan
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini menjadi penting bagi
penyelenggara maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengetahui sejauh
mana Tahapan Pemilu 2024 telah dilakukan dan telah berhasil diselenggarakan dengan
memenuhi kriteria pemilu yang demokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan
yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan Tahapan tersebut, serta menyampaikan
rekomendasi untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi infomasi bagi KPU RI, KPU Provinsi Sumatera
Selatan sertah pihak lain yang terkait sebagai bahan acuan, dokumentasi, informasi,
evaluasi, dan bahan study untuk perbaikan-perbaikan dalam menentukan kebijakan dan

proses penyempurnaan di masa yang akan datang

Muara Enim, 27 Maret 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
UPATEN MUARA ENIM,

KABUPATEN
. | MUARA EMIMY
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan rangkaian sejarah, rakyat Indonesia telah memiliki
pengalaman dalam melaksanakan Pemilu. Bangsa Indonesia telah mengalami
pesta demokrasi tersebut beberapa kalisemenjak masa kemerdekaan hingga era
reformasi. Pada tahun 1955, masa Presiden Sukarno, pesta demokrasi rakyat di
mulai dengan pemungutan suara memilih anggota DPR sebanyak 2 kali yaitu
pada 29 September 1955. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden
Suharto, rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu sebanyak 5 (lima) kali yaitu
tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pelaksanaan Pemilu dilanjutkan pada
era reformasi dan dilakukan mulai tahun 1999 sampai dengan2014. Setia pera
pelaksanaannya, memiliki karakteristik yang berbeda namun bermuara kepada
pelaksanaan Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi
terwujudnya sistem pemerintahan yang berdemokrasi.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pesta demokrasi sebelum Tahun
2024, yaitu pada Tahun 2014 dilakukan tiga kali untuk Pemilihan Umum vyaitu
Pemilihan Umum yang berlangsung tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat (DPR) Pusat dan 132 anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan para anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota. Lalu, para anggota DPR Tepilih hasil Pemilu itu mengajukan
Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam Pemilihan Presiden
tiga bulan kemudian yaitu padata nggal 9 Juli 2014 dan Pada tahun 2019 yaitu

pada 17 April 2019.
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Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berkualitas diperlukan sebagai sarana
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan
Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan
penyelenggaran Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas,
kapabilitas dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya
Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan suatu lembaga yang mampu
mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas.
Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum dimana mereka bertugas
untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu
Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan
kelembagaan yang berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,
kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,
efisiensi, dan efektifitas. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan
penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas

Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pemilihan
Umum Serentak, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.
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adapun dasar hukum dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini adalah:

KD
S

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109).;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah direvisi terakhir
melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010.;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan
Daerah Pemilihandan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan tata kerja badan adhok penyelenggara Pemilu dan
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Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan

Walikota dan wakil walikota tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota
DPR dan DPRD.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 mengenai
Pendanaan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan
Suara lainnya dan Perlengpakan Pemungutan Suara Lainya dalam Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

7|



K2
*

K2
*

KD
*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon
Terpilinh dalam Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Pemilih;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1669 Tahun 2023 tentang
perubahan ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022
tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhok Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Surat KPU RI nomor 695/PL.1-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 prihal
Persiapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam dan Luar

Negeri;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini adalah.:

1.

Tersusunnya laporan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
secara sistematis;
Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 17

huruf h yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh
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memiliki kewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada
Bawaslu;

3. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang
kegiatannya dilakukan di Tahun 2022 dan 2023 dan 2024;

4. Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi
menyeluruhmengenai Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum 2024 yang kegiatannya dilakukan di Tahun 2022, 2023 dan 2024;

5. Dalam Pengelolaan administrasi dillaksanakan dengan tertib administrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah:

1. Terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 17 huruf
h tentang Pemilihan Umum

2. Terpenuhinya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam
pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024;

3.Terciptanya kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi
menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum 2024;

4.Terjaganya tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim
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C. RUANG LINGKUP
Adapun ruang lingkup dari laporan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum 2024 adalah kegiatan-kegiatan yang dimulai dari Perencanaan
Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan
penyelenggaraan Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar
Pemilih, Pendaftaran dan Verifkasi Peserta Pemilu, Penetapan Peserta Pemilu ,
Penetapan Jumlah Kursi dan daearh Pemilihan, Pencalonan Anggota DPD,
DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Masa Tenang, Pemungutan dan
Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilu, Pengucapan sumpah/janiji
Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD

Kabupaten/kota

D. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika penyusunan laporan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan,yangberisi :
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Sistematika Laporan
Bab Il Pelaksanaan kegiatan, yang berisi laporan hasil kegiatan tahapan meliputi :
A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu:
B. Pemuktahiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih:

C. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu:
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D. Penetapan Peserta Pemilu

E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan:

F. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD,DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

G. Masa Kampanye Pemilu

H. Masa tenang

|. Pemungutan dan perhitungan suara

J. Penetapan hasil Pemilu. Dan

K. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Bab Il Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran
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BAB Il

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam Ketentuan pasal 12 huruf a undang - undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan tugas Program
Anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra)
Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan KPU, Keputusan
tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan
Umum selama rentang waktu yang telah ditetapkan Renstra tersebut.

Anggaran merupakan bagian terpenting dalam hal penyelenggaraan setiap
tahapan Pemilu. Suport anggaran dalam setiap kebijakan yang diambil dan dijalan
kan oleh KPU sangat penting. KPU Kabupaten Muara Enim dalam hal memberikan
suport untuk kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan telah melakukan revisi - revisi
anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2024., KPU
Kabupaten Muara Enim melakukan revisi DIPA dengan arahan KPU Rl dan KPU
Propinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten MUARA ENIM juga melakukan
Revisi DIPA dengan penambahan Pagu anggaran untuk Dana Hibah Pilkada dengan
penambahan Pagu sebesar Rp. 76.275.468.899,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus
tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan
puluh sembilan rupiah) sesuai dengan NPHD antara KPU Kabupaten MUARA ENIM

dan Pemerintah MUARA ENIM.
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Adapun revisi yang telah dilakukan oleh KPU Kab.MUARA ENIM terdiri dari :
1. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;

2. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan

3. Revisi administrasi.

Meskipun adanya revisi DIPA menunjukan bahwa perencanaan
anggaran kurang maksimal, sehingga dilakukan penyesuaian melalui revisi

walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi karena sebab - sebab lain. ,
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KPU Kab.MUARA ENIM selama tahun 2024 telah melakukan 26 kali

revisi baik itu revisi kewenangan DJA, Kawil maupun revisi kewenangan KPA.
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B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pemutakhiran data pemilih adalah rangkaian kegiatan yang dirancang oleh
Komisi Pemilihan Umum untuk memutakhirkan data pemilih yang dilaksanakan dan
dilakukan dari berjenjang oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu Petugas
Pemutakhitan Data Pemilih (Pantarlin) kemudian dipantau dan didampingi oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten selaku Penyelenggara pada Tingkat Kabupaten bekerja sama
dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Daftar
Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP),
dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, di
Tahun 2022 telah memasuki jadwal dan tahapan Pemutkahiran Data Pemilih.
Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih
berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang
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disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS,
dan Pantarlih. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau
Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk

selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Dalam rangka pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 KPU
Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Dan
Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan
Umum.

a. Dasar Kegiatan Tahapan

% Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

% Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

% Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi
Pemilihan Umum;

% Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

15 |



X/

X/
°

K/
L X4

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Persiapan Penyusunan Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

. Proses Kegiatan Tahapan

a.

Langkah PPS dan Pantarlih di Kabupaten/Kota

Panitia Pemungutan Suara dan dan dibantu jenjang dibawahnya
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam masa pemutakhiran
data pemilih perlu aktif dan harus mendatangi rumah ke rumah untuk
memastikan warga yang telah berhak memilih masuk dalam Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024. Langkah yang perlu dilakukan antara
lain :

1) Memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada masing-masing pemilih;
Mendatangi rumah pemilih (door to door);

Mencermati penyusunan daftar pemilih bersama PPS dan
Pantarlih lainnya , sebelum diumumkan kepada publik.

)
3) Berkoordinasi dengan RT/RW/Kepala dusun;
)

5) Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT ditempat yang strategis dan
terjangkau pemilih;

Secara garis besar ini adalah proses yang berlangsung dilaksanakan

oleh PPS dan dibantu PPDP sebagai berikut :

a) Alokasi TPS

Sebelum melakukan proses pemutakhiran Data Pemilih maka harus
dilakukan mengalokasikan TPS per Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan.
Secara teknis maka jumlah TPS yang dibuat adalah berdasarkan jumlah
penduduk dibagi maksimal per TPS, contoh: jumlah penduduk 1000 Jiwa,
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Maksimal per TPS 300 pemilih, maka jumlah TPS yang dibuat 4 TPS.
Jumlah TPS ini tidak mutlak karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan
TPS sebenarnya dan sesuai dengan letak geografis pada wilayah desa
tersebut.

b) Pemetaan TPS
Pemetaan TPS adalah menempatkan pemilih tersebut ke TPS yang
ditentukan, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari penduduk di TPS
ini. Pemetaan TPS ini bisa dilakukan secara 1 per satu atau sekaligus
banyak.

c) Verifikasi Pencocokan dan Penelitian
Proses ini dilakukan oleh Pantarlih secara serentak untuk mengetahui,
mencocokan dan meneliti pemilih yang akan dimasukan ke dalam proses
penyusunan daftar pemilih oleh PPS.

d) Penyusunan Daftar Pemilih
Proses ini dilakukan setelah proses verifikasi pencocokan dan penelitian
oleh Pantarlih dan disusun daftar pemilih tersebut berdasarkan TPS yang
telah dialokasikan oleh PPS dibuat dalam bentuk daftar sesuai dalam

petunjuk teknis penyusunan.

Diharapkan kerjasama secara bersama proaktif masyarakat dan PPS
bersama Pantarlih yang ditunjang teknologi computer dengan sistem Aplikasi
SIDALIH, proses pemutakhiran data pemilih bisa akurat dan tepat. Tak lupa bahwa
proses ini perlu control dan pro aktif dari PKD dan peran aktif Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2024.

Berbagai langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi agar semua warga dan
masyarakat yang berhak memilih masuk dalam DPT, sehingga mereka tidak
kehilangan hak memilih dan dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
untuk Periode kepemimpinan 5 tahun yang akan datang. Ada beberapa syarat
mengapa perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Serentak
Tahun 2019. Syarat tersebut antara lain :

+ Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal
pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah genap berumur 17

(tujuh belas ) tahun atau lebih;
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Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
Perubahan status anggota TNI/POLRI menjadi status sipil, atau purnatugas,
atau sebaliknya dari sipil menjadi anggota TNI/POLRI;

Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar
pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan
data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau daftar pemilih
pemilu terakhir;

Telah meninggal dunia;

Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili berbeda;

Perbaikan penulisan identitas pemilih; atau

Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat pemilih.

Langkah Pemilih

Sehubungan dengan alasan perlunya pemutakhiran data pemilih maka
KPU kabupaten Muara Enim berharap kepada masyarakat agar mengambil
tindakan pro aktif selama masa tanggapan masyarakat terhadap
pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan PPS (tanggal 12
April - 02 Mei 2024) di kantor Desa/Kelurahan atau RT/RW setempat.
Beberapa tindakan pro aktif masyarakat antara lain :
1) Memeriksa kebenaran identitas diri

seperti nama, tempat dan tanggal lahir, umur serta alamat tempat
tinggal yang tercantum dalam pengumuman DPS. Apabila penulisan identitas
tidak benar, warga segera melaporkan kepada PPS setempat untuk diperbaiki,
dan
2) Warga dapat memberikan informasi:

+ Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

X/
°e

Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/Kelurahan tersebut;

33

S

Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yg berbeda;

33

S

Pemilih yang berubah status TNI/POLRI atau sebaliknya’

X/
°e

Pemilih yang sudah kawin dibawah umum 17 (tujuh belas) tahun;

atau

3

% Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai
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pemilih.

3) Segera mendaftarkan diri apabila merasa belum terdaftar dalam DPS
(tanggal 12 April - 02 Mei 2024)

Warga masyarakat ketika melaporkan dan menemui PPS perlu
membawa Tanda Bukti Terdaftar, apabila terdapat kesalahan identitas, atau

membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk pendaftaran, sehingga akan
dimasukkan dalam DPSHP dan DPT.

~
FOOIPA I P LML AN LA
HANUPATEMN MUARA BMIM

Pastikan Anda terdaftar sebagai
Pemilih pada Pemilu Tahun 2024.

Cek DPT Online anda &
. - infopemilu.kpu.go.id atau

~ cekdptonline.kpu.go.id

<atean s e kaantoe KPL) Muaira Eram yva, Bestl, o

&
-

Adapun Daftar Sementara Kabupaten Muara Enim sampai saat ini pada Komisi
Pemilih Umum Kabupaten Muara Enim

< gt HOMINI PRMILIMAN LAAUM
“ HANLFATRN MUANA bMIM

Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Kabupaten Muara Enim
Pada Pemilu Tahun 2024

i
22 Kecamatan 230,796 ¢

255 Desa/Kelurahan 224.893_ %
1.778 TPS -

Jumlah 455.687

Pastikan Anda terdaftar sebagal
q& Pamilih pada Pemilu Tahun 2024, -~
- e - .

Samzmr - D itn Ao somaor 1 A5PLO1. 28014602203
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C.

Langkah Pemutakhiran Data Pemilih

Adapun Alur Proses Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dijelaskan secara
rinci; Dimulai dari data DP4 yang didapat dari KPU Rl yang disusun menjadi Daftar
Pemilih sebagai dasar atau bahan bagi Pantarlih untuk melakukan pencoklitan,
kemudian disusun menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS
dan PPK yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan Daftat Pemilih Sementara
oleh KPU Kabupaten Muara Enim. DPS diumumkan dan dimutakhirkan untuk
memperoleh Daftar Pemilih Tetap yang akan digunakan pada Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023

berikut jadwal pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024:

Tabel Program Dan Jadwal Kegiatan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

TAHAP ANIJADWAL

HPS dbantn cish Pacvan

AR

MLULA)
, | PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR 1 Desemtes | oo
PEMILIH 2022
2, | Peayusunan behan Pencocokuan dan Penslitian
o K Kabopovian®ots dbantin cinh FHEK
PPX dismly ) FPS 11 Jsmuari 2028 | 17 EEDAN

3. | CORLIT PANTARLIH 12 Febronn 2023 | 14 Mue! 2023
PENYUSUNAN DPS
Pesuran Dedar Femi iy Hest Penvnakhivan oleh D05 dibssvu clah S5 ¢ pbensn 202 | 20 Mo 209
Prevain
::amnm.mt Iw=ar Femin Hesl Parmdaknrar ingkyt Kalimband vsn 30 Musl 2025 | 31 Msse: 2025
rhP»s
grnmw Eayeat Formden Hase Fomulakneasn Dingkst Kocamston akcn af Agrl 2023 07 Aanl 2023

Sy NCS clah KCL) Ganupatan Kote

A0 anat 2023

114 &p0k 2023

Rtz dun Foociapan OPS oleb KEU Kaoupsen Kulx

S Sk 2023

US At 2025

Fencotakon dan Fordsinbusian LFS nieh KPU Kabunaleon <oty kenara
FES el PP

06 Apei 2023

17 Apel 2023

Prrgampaon Salean NES clah KPP Kakupavan Kok kepada

FFES inadalul PPE

P S D 06 Api 2023 12 Apad 2023
Aria Kagancaan LG Apay 023 $7 Apet 2023
Rtz DFS vlels KPU Powsiisi 33 A 2023 14 S 2023
Peryrempaan Hesl Rekapraist DPS A1 K'Y Proans! kepada KFU RI 9% Aper 2023 17 Apel 2023
Percranan Has | Heliapshdan: 1S a KEL 18 Hper 023 18 At G003
Furagamuiran DPS cluh PPS 12 fgxy 2023 28 fpid 2023
Forraarpans Subnen DFS kopads Frsoris Pommg vkl Accamssian odoh 17 Apet 2073 26 Aped 7003

Musukan ven wanguepa leddep DPS

12 Agul 2023

2 b 2023

NMamerkan DNS dan Paeypsuran OSSN akah P0S

74 Apel 2073

07 Mee 5023
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Rekapiubiasn DPSEE ingkel seblanshaniooesy cloeh PPS D7 Mo 2025 L8 Mo 2025
Rekapihidas DRSS fmgkat Rocamatin olich PRK LR R i d ) 0 R X120
Hekapiias gon Fenatopan | IFSHEF aiah <P atipatev Koty T Mo ARG A7 Mes X125
ﬁ;g:‘lgik;l'::_wzwxﬁmimsm CASHP vlsh KPU Kubogetan¥ali kepais 13 M 2023 T3 M 2093
::.;?::i:.x::.:l sulinan DRSSP okwh KPU KsbapslenyKols kepada 13 Mel 2025 10 M 2023
Peosggoian ae, weasuken Jun isnogapen slos peralypan DPSHP 17 Mes 2023 23 Mes 2023
3 Penyu=unan DPT

Peelnnan DESHP dan Pornusass SPSHP Sklhie ukeh PFRS 21 bies 2022 51 hs 2022
Fekapraes! LOSHE Akbir ingos Keloahansdasa aleh 'PS D 2065 CZ Junt Z0G3
Fosdspitres) DOSHET Akbir ind ks kecamanan aleh P 03 Jun! 2023 05 Junl 2023
Rexspityss DOSHET Akhir Ungesr KsbupstenKais untux teben perctspen OFT €6 Junl 2023 16 Junl 20235
Anelss Kadaydaa 10 Juni 2025 19 Juni 2023
Rekspilass) dan Penetapsn OPT oleh KP4 Walopalen Koty 20 Jani 2023 21 Jani 2023
gnscmﬁ g}r‘l Kl’enmstr.msan DT alsh XU <abupatevKom kepade 29 i 2024 27 i 2627
Fanyamaaan Salnan (1 | cleh Kebaparanata kepaca Stekencidens 22 o 2523 28 Jum 2073
PengunUmen DFT 2z jni20e3 | 1 Lcheml

mn:ggzl;&:ssu perstepan dan reKepbyas: sata Sslinen DOT oen KR 2% e 2 OB Jur 20
Fakeptuas OFT o KU Frevns) 27 Jonl 2023 29 .Jun 2023
Ponyarpaizn nesil ieaoilulasi DPT J ZXPL Proars kegsady KFU R 29 Junmi 2023 01 Judi 20223
Fanstanan hasil iecapitudas: 121 Nasiecal dohingkas KEL R 02 Joi 2029 04 Ju 2023

4 PENYUSUNAN DFTD
Fenyuaaaaen Dulla Pomlh Taodat s oleh PPE FPE dan P WGabe e Kels 22 Jui 2023 a7 ggé“”'
Rckapaae Daly Poenlh Tamustan o ch KPL Kstussicnd<als 20 Jum 2023 oo g&";”'

Pada tanggal 5 Januari 2023 KPU Kabupaten menerima surat dari KPU Rl
Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Data Hasil
Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024. Kemudian melakukan
pengunduhan data DP4 di portal Sidalih pada tanggal 10 Januari 2023. Data yang
diunduh terdiri dari 7 (tujuh) file yang berisi DP4 per Kecamatan dengan ekstensi
.csv. Adapun jumlah DP4 yang diterima oleh KPU Kabupaten Muara Enim
ditunjukkan pada tabel 2.2.

KPU Kabupaten Muara Enim kemudian melakukan pemetaan TPS dan
Daftar Pemilih untuk persiapan Coklit yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor
93/PL.02.1/1613/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan TPS Reguler Pemilihan
Umum Tahun 2024.
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Tabel Jumlah DP4 dan Pemetaan TPS Kabupaten Muara Enim untuk Pemilu 2024

3. Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Reguler dan Khusus

REKAPITULASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KABUPATEN MUARA ENIM

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan
1) Elemen masyarakat tidak aktif terlibat dalam melakukan pengawasan,
paling tidak memastikan bahwa dirinya terdaftar di DPT
2) Keterlibatan partai politik peserta pemilu masih rendah.
3) Masih adanya pemilih yang belum perekaman KTP-el
4) Adanya NIK ganda yang terdaftar di Dukcapil sehingga di Sidalih terbaca
sebagai pemilih ganda.
b. Solusi

1) Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara massive
agar sadar dan turut berperan aktif dalam mengecek apakah mereka
sudah terdaftar dalam DPT atau belum.

2) Memberikan pendidikan kepada partai politik agar lebih memahami proses
dan pentingnya pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilihan umum.

3) Peran serta, dukungan serta hubungan yang baik harus tetap terjaga
dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Lapas. Hal ini bertujuan
agar Pemeliharaan Daftar Pemilih yang membangun system data pemilih
yang terintegrasi ,uptodate,diperbaiki sepanjang waktu atau continuous

voter registration systems.

c. Hasil Kegiatan Tahapan
1) Pencocokan dan Penelitian
Pada tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023
dilaksanakan Coklit Daftar Pemilih. KPU Kabupaten Muara Enim dibantu
oleh 1754 Pantarlih yang tersebar di 22 Kecamatan, 255 Desa/Kelurahan.
Pada Pemilu 2024 disediakan alat bantu coklit yang terpasang di perangkat
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2)

mobile, yang disebut E-Coklit. KPU melaksanakan coklit secara manual
maupun e-coklit. Hasil coklit kemudian direkapitulasi secara berjenjang
mulai dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim, beserta jajaran
sekretariat melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan coklit
berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. Dan memastikan
petugas Pantarlih dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

. KOMILS PEMLINAN UV | I o KON PENAITHAN UMW
“ CABUPATEN MUARA ENIM SURERP 4 “,-Aeummm_»kamu

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dimulai dari 28 Februari 2023
s/d 23 Mei 2023. Pada tahap ini PPS mengolah data hasil Coklit oleh Pantarlih untuk
ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), kemudian
dilanjutkan dengan rapat pleno terbuka tingkat Kecamtan dan Kabupaten untuk
ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebelum pleno pentapan KPU
bersama PPK mengadakan Rapat Kesiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan
DPS di Kantor KPU Kabupaten Muara Enim, dihadiri oleh PPK dan Operator Sidalih.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) se Kabupaten Muara Enim
sebanyak 447.917 pemilih dengan rincian pemilih Laki- laki berjumlah 226.241
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pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah 221.676 pemilih yang tersebar di 22
Kecamatan, 255 Desa/Kelurahan dan 1754 TPS.
3) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

DPS yang sudah disusun kemudian diumumkan di tingkat PPS dari
tanggal 12 s.d 25 April 2023 guna menginformasikan kepada warga serta
mendapatkan tanggapan dan masukkan dari masyarakat. PPS, PPK dan KPU
Kabupaten Muara Enim melaksanakan rapat pleno terbuka Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Pada saat proses penyusunan DPS Anggota KPU Muara Enim Heriyanto
bersama Operator SIDALIH KPU Muara Enim Reny Marissa menghadiri Rapat
Koordinasi Tindak Lanjut Data pasca Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara di Bali, 30 April
- 4 Mei 2028.

PASCA PENETAPAN HASIL mwuu:/l
!

DAFTAR PEMILIN SEMENTARA 7
00 At ol & vhed 30T .
'. . W W — R ——— -~ ‘

RAPAT KOORDINASH
5 TINDAK LANJUT DATA PASCA PENETAPAN HASIL
""W REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
- -

KPU Kabupaten Muara Enim mengadakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Tingkat Kabupaten Muara Enim dengan mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) se-Kabupaten Muara Enim, dan Partai Politik selaku peserta pemilu serta
instansi-instansi terkait dalam penyusunan Daftar Pemilih.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 sesuai dengan Surat
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 280/PL.01.2-
Und/1613/2023 tertanggal 10 Mei 2023 mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat
Kabupaten Muara Enim yang bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim.
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Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara nomor 150/PL.01.2- BA/1613/2023
tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat
Kabupaten Muara Enim Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel Rekapitulasi DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten
Muara Enim

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan {DPSHP)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

‘ KABUPATEN MUARA ENIM

JUMLAH s JUMLAH

g 1
KECAMATAN KELIII)RAHAN/ PR ! LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH

| 22 255 ‘ 1.784 | 227.032 } 221.723 48.755

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang diadakan oleh KPU Provinsi
Sumatera Selatan. Anggota KPU Muara Enim Heriyanto beserta Kasubbag
Perencanan, Data, dan Informasi Lisma Rumaisa dan Operator SIDALIH mengikuti
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut pasca Penetapan Rekapitulasi DPSHP bersama
KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumsel di Hotel
Beston Palembang, pada 23-25 Mei 2023.

-~

- A o A
- — » L Jh
FR=paf ferilmass
THDAK LAALIT DATA PASC A FRNETAPAN REKARTULAS| DATTAR PENL M
SONENTARA HASL PCARARAN ¢ DPSHP | PENELU 004 QAN PENYELESA AN
OATA CANDA BENTA ELEVEN INVALID

Padurbarg 24 N 2023

i PIab v W

4) Penyusunan Daftar Pemiih Tetap (DPT)
DPSHP yang sudah disusun kemudian diumumkan di tingkat PPS dari
tanggal 17 s.d 23 Mei 2023 guna menginformasikan kepada warga serta
mendapatkan tanggapan dan masukkan dari masyarakat.

| 25




Pada rentang waktu proses penyusunan DPT KPU Muara Enim mengikuti
Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) pada Pemilu Tahun 2024 di Surabaya pada tanggal 9 - 13 Juni 2023. Dari
KPU Kabupaten Muara Enim dihadiri oleh Kepala Divisi Perencanaan Data dan
Informasi beserta Operator Sidalih. Kegiatan ini merupakan pemanta

pan data pemilih sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. KPU Rl
memberikan kesempatan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
se Indonesia untuk menyandingkan data ganda yang terdeteksi melalui aplikasi
Sidalih. Tujuan kegaitan ini adalah untuk menghasilkan data pemilih yang akurat,

mutakhir, dan akuntabel.

P

b 2 . /
PERUAPAN REXAPITULASI DAN FENETATAN
DATTAR PEMUMN TETAP |

KPU Kabupaten Muara Enim mengadakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Muara
Enim dengan mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten
Muara Enim, dan Partai Politik selaku peserta pemilu serta instansi-instansi terkait

dalam penyusunan Daftar Pemilih.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 sesuai dengan Surat
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 349/PL.01.2-
Und/1613/2023 tertanggal 15 Juni 2023 mengenai Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Tingkat Kabupaten Muara Enim yang bertempat di Muara Enim. Hasil rapat pleno
dituangkan dalam berita acara nomor 187/PL.01.2-BA/1613/2023 tentang
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Muara Enim Pemilihan
Umum Tahun 2024.
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Tabel Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten Muara Enim

1. Rekapitulas: Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP ([DPT) KABUPATEN MUARA ENIM

| JUMLAH qume JUMLAH

KEC KELURAHAN/ TPS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
DESA
j— - Ll S | e—— || ———
| 22 255 1.786 229 466 225,263 453.729

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka, maka ditetapkan jumlah Daftar
Pemilih Tetap (DPT) se Kabupaten Muara Enim sebanyak 453.729 pemilih dengan
rincian pemilih Laki-laki berjumlah 229.466 pemilih dan pemilih Perempuan
berjumlah 224.263 pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan, 255 Desa/Kelurahan
dan 1786 TPS.

Penyusunan Daftar Pemiih Tambahan (DPTb)

Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilakukan setelah penetapan
DPT yang berlangsung dari tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 7 Februari 2024.
Rekapitulasi DPTb dilakukan setiap bulan melalui Rapat Pleno Tertutup.

Selama proses penyusunan DPTb KPU Kabupaten mengikuti beberapa
kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Rl maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan.
Anggota KPU Muara Enim Romeo Dony bersama Operator Sidalih Handy Dones
mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb) yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang,

10 Agustus 2023. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih
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dalam tentang proses pelayanan DPTb.

PEMLEN UMUW TANUN 2024
Palemhang, Y0 Aguetus 2023

L e

Anggota KPU Muara Enim Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Romeo
Dony beserta Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Yesi Engreny mengikuti
Zoom Meeting Pemantapan Mekanisme Pindah Memilih pada Pemilu 2024, Sabtu
12 Agustus 2023. Pada rapat ini disampaikan bahwa KPU, PPK, dan PPS harus
membuka posko pelayanan pindah memilih dilengkapi dengan jadwal piket dan

kontak person yang dapat dihubungi oleh pemilih.

a8 l'\hl
O -
.

Kasubbag Rendatin KPU Muara Enim Yesi Engreny beserta Operator
SIDALIH Handy Dones mengikuti Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb) Tahap | dan Penerapan serta pemanfaatan Big Data dalam
Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa, 12 September 2023 melalui

aplikasi zoom meeting.
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Ketua KPU Muara Enim Ahyaudin bersama Operator SIDALIH Handy Dones
mengikuti Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang
dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 10 - 12 November 2023.

Dari pelaksanaan perjalan dinas ini, dapat kami laporkan hal- hal sebagai
berikut:1) Kegiatan dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar di Kota
Makassar. 2) Dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang terdiri dari Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi beserta Operator
Sidalih. 3)Acara dibuka oleh Kepala Divisi Data dan Informasi Ibu Betty Epsilon
Indroos.

Adapun pembahasan sebagai berikut ini: terdapat penambahan warga
binaan yang cukup banyak di TPS lokasi khusus lapas. Akan ada coklit untuk
Pilkada 2024 Pelatihan data science diisi oleh perwakilan dari Google dan Badan
Pusat Statistik. Dengan adanya pelatihan data science diharapkan KPU dapat
menyajikan informasi yang berguna untuk stakeholder dan masyarakat.

KPU Muara Enim membuka Call Center Pelayanan Pindah memilih dalam
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Muara Enim.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Muara Enim Bapak Romeo
Dony beserta Kasubbag Rendatin dan Operator SIDALIH Mengikuti Rapat
Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan
Pemanfaatan Big Data pada Pemilu Tahun 2024 di The ALTS Hotel Palembang,
11-13 Desember 2023.

| 29



C. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pendaftaran,
verifikasi dan penetapan partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Komisi Pemilihan
Umum menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024 melalui Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Untuk
memasuki Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum juga menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka dilaksanakan verifikasi terhadap partai politik
calon peserta pemilu tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kabupaten Muara Enim
Melaksanakan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik selama 24 (dua
puluh empat) hari dari tanggal 16 agustus sampai dengan 9 September 2022 di
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya pada tanggal
15 September sampai dengan 28 September 2022 dilaksanakan masa perbaikan
dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai politik dan dilanjutkan masa
penelitian verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU kabupaten Muara Enim dimulai
tanggal 29 September sampai dengan 12 Oktober 2022.

KPU Kabupaten Muara Enim Melaksanakan Verifikasi Admninistrasi
Keanggotaan Partai Politik selama 24 (dua puluh empat) hari dari tanggal 16
Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim. Penelitian administrasi dilakukan untuk meneliti
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kelengkapan,keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai politik,
dengan cara mencocokan daftar nama anggota partai politik yang tercantum
didalam Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik ) dengan bukti kartu tanda
penduduk elektronik dan Kartu tanda anggota Partai politik untuk Kabupten Muara
Enim syarat minimal dukungan keanggotaan adalah 372 (Tiga Ratus Tujuh Puluh
Dua).

Adapun landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1848);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,
Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Surat Keputusan KPU RI Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah
Kabupaten/kota dan kecamatan serta jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di
setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan
keanggotaan Partai Politik.

- Surat Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis

bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi
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dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Surat Keputusan KPU Rl Nomor 384 Tahun 2022 tentang perubahan keempat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman
Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi
dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Surat Keputusan KPU RI Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis
Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai politik Calon
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik /dokumen digital
(Softfile).

- Surat Keputusan KPU Rl Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal aceh peserta pemilihan umum
anggota dewan Perwakilan rakyat aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

Proses Kegiatan Tahapan

a. Pendaftaran
Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Partai politik dilaksanakan di KPU republik
Indonesia sedangkan untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota hanya menerima salinan

KTP elektronik beserta KTA soft copynya ( melalui aplikasi SIPOL).

b. Verifikasi Peserta Pemilu
KPU Kabupaten Muara Enim melakukan kegiatan verifikasi secara faktual dengan

kegiatan sebagai berikut:
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- Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten muara Enim untuk
membuktikan kesesuaian antara nama ketua, sekretaris dan bendahara yang
tercantum didalam keputusan partai politik tingkat pusat tentang susunan
kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-
masing pengurus untuk setiap partai politik;

- Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik yang hadir untuk
setiap partai politik;

- Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupten untuk membuktikan
kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/

lurah/ kepala desa/ sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

a. Verifikasi Faktual Partai Baru Sesuai dengan Tahapan Reguler

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,
Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyatdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim Pada tanggal 15 Oktober sampai

dengan 4 November 2022 dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan
keanggotaan verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan partai politik
calon peserta pemilu tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
keanggotaan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk partai politik yang memenuhi syarat, dilakukan Verifikasi

Faktual. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual meliputi:
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Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten untuk
membuktikan pemenuhan persyaratan:

kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten; memperhatikan
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan
Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan

domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
sampai tahapan terakhir Pemilu; dan

Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan
kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu)
orang dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat

kabupaten dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode.

Selanjutnya untuk partai politik yang memenuhi syarat, dilakukan Verifikasi
Faktual. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual meliputi:

Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten untuk
membuktikan pemenuhan persyaratan:

kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten; memperhatikan

keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh

persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
sampai tahapan terakhir Pemilu; dan

Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan
kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu)
orang dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat

kabupaten dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan Metode

| 34



KPU Kabupaten Muara Enim melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan
untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai
Politik calon peserta Pemilu.

Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan cara mencocokkan
kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan

identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan dari komisi pemilihan umum republik
indonesia nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan partai politik peserta pemilu
tahun 2024.
Adapun keputusan tersebut Menetapkan 17 (tujuh belas) partai politik yang
memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2.  Partai Keadilan Sejahtera;

3.  Partai PERINDO;

4.  Partai NasDem;

5. Partai Bulan Bintang;

6. Partai Kebangkitan Nusantara

7.  Partai Garda perubahan Indonesia

8.  Partai Demokrat

9.  Partai Gelombang rakyat Indonesia

10. Partai Hati Nurani Rakyat

11. Partai Gerakan Indonesia raya

12. Partai Kebangkitan Bangsa

13. Partai solidiritas Indonesia

14. Partai amanat nasional
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15. Partai Golongan Karya
16. Partai Persatuan Pembangunan

17. Partai Buruh

Selanjutnya berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
indonesia Nomor 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tanggal 20 Desember
tahun 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia 323/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Partai Ummat
sebagai peserta pemilu tahun 2024 pasca putusan dari bawaslu Republik indonesia.
Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan :
1. Server Sipol sering down
2. Terlalu banyak langkah/klik di sipol
3. KTP dan KTA yng di oupload kadang tidak sesuai, misalnya ada kertas putih
yang di oupload
4. Sipol kadang tidak connect ke aplikasi mata pilih, misalnya NIK di
sipol terdaftar dimata pilih ternyata di DPB tidak terdaftar atau sebaliknya

5. Jumlah personil terbatas

2. Solusi

1) Menyederhanakan aplikasi

2) Filtrasi upload oleh sipol

3) Memastikan sidalih dan sipol connect
4) Menambah personil

Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu di
Tingkat Kabupaten Muara Enim.
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Hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Partai
Politik Calon Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Muara Enim adalah KPU
Kab.Muara Enim mendapatkan nama partai politik yang lolos hasil verifikasi partai
politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kab. Muara Enim yang
kemudian nama-nama tersebut akan dibawake KPU Propinsi Sumatera Selatan
untuk dilaksanakan rekapitulasi tingkat Propinsi hasil verifikasi partai politik Partai
politik yang lolos di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah Perindo, PSI,
Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar,
Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN, PBB, PDIP, PKB, PKPI, PKS, dan PPP.
Sengketa dan Pelaksanaan Tidak ada sengketa dalam pelaksanaan Verifikasi

Partai Politik ditingkat Kabupaten Muara Enim.

D. PENETAPAN PESERTA PEMILU

Dasar Kegiatan tahapan :

1. Undang - undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftran,
verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan
ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota dalam
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Pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Proses Kegiatan Tahapan :
Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara
lain tahapan pendaftaran dan verufikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak
tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta
Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, Selanjutnya untuk
melaksanakan ketentuan pasal 174 ayat (3), pasal 178 (3) dan pasal 178 ayat
(4) Undang - undang Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan
tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu anggata DPR,
DPRD, Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan
Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendafataran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengaturan nya meliputi :

a. Pendaftaran (1 -14 Agustus 2022)
b. Verifikasi Administrasi ( 2 Agustus - 11 September 2022)
c. Verifikasi Faktual ( 15 Oktober - 4 November 2022)

d. Penetapan (14 Desember 2022)

Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Aplikasi Sipol yang sering mengalami erorr sehingga proses

verifikasi administrasi terkendala dan tidak dapat dilakukan.
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b. Solusi
Dengan melakukan verifikasi administrasi dengan cara menyalin semua data
anggota Partai Politik dan mengunduh identitas anggaota partai dan kartu tanda

anggota yang kemudian disamakan dengan daftar nama keanggotaan.

Hasil Kegiatan Tahapan :

Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam
keputusan nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilalan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Daerah dan Partai Politik lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 terdiri atas 18 (delapam belas)
partai politik sebagai berikut :

a.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

b.Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

c. Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (PDIP)

d.Partai Golongan Karya (Golkar)

e.Partai Nasdem

f. Partai Gelora

g.Partai PKS

h.Partai PKN

i. Partai Hanura

j. Partai Garuda

k. Partai PAN

h. Partai Bulan Bintang (PBB)
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j-

i. Partai Demokrat

j. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

k. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

l. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai UMMAT

E. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

Dasar Kegiatan Tahapan

X/
°e

X/
°

X/
L X4

X/
£ %4

Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah;
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R/

s Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu

Hasil Kegiatan Tahapan
a) Format Dapil sesuai lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah
Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b) Tabel Rekapitulasi jumlah Dapil dan kursi tiap Dapil dalam Kabupaten

Muara Enim.
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Bentuk Kegiatan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2024
tersebut adalah sebagai berikut :
Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara
Enim dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023 di Ballroom Hotel Griya Sintesa Muara
Enim.

= [ KOMISI PEMILIHAN UMUM
& | KABUPATEN MUARA ENIM

Rl et

SOSIALISASI DAERAH PEMILIH

DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA D3
KABUPATEN MUARA ENIM PEM]

= Tl © amcly el ‘a-a
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KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM '

B KOMISI PEMILIHAN UMUM
: i KABUPATEN MUARA ENIM
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F. PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Dasar Kegiatan Tahapan
a) Dasar Kegiatan Tahapan DPRD

< Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

< Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

< Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

< Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

< Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Proses Kegiatan Tahapan
a. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota
< Pengumuman Pendaftaran Calon pada tanggal 24 April 2023 - 30 April
2023 melalui media sosial

< Pengajuan Bakal Calon tanggal 1 Mei 2023 - 14 Mei 2023
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% Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon 15 Mei 2023 -
23 Juni 2023

< Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon 26 Juni 2023 -
9 Juli 2023

% Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon 10
Juli 2023 - 6 Agustus 2023

» Pencermatan Rancangan DCS 6 Agustus 2023 - 11 Agustus 2023

< Penyusunan dan Penetapan DCS 12 Agustus 2023 - 18 Agustus 2023

» Pengumuman DCS 19 Agustus 2023 - 23 Agustus 2023

< Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS 19 Agustus 2023 - 28
Agustus 2023

< Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat
atas DCS 14 September 2023 - 20 September 2023

< Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan
Tanggapan Masyarakat atas DCS 21 September 2023 - 23 September
2023

< Pencermatan Rancangan DCT 24 September 2023 - 3 Oktober 2023

< Penyusunan dan Penetepan DCT 4 Oktober 2023 - 3 November 2023

< Pengumumann DCT 4 November 2023

Permasalahan Dan Solusi

a. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim permasalahan nya

yaitu kurangnya informasi dan tidak jelas nya berkas persyaratan yang
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diunggah ke Aplikasi, sehingga waktu verifikasi oleh operator di anggap

tidak memenuhi syarat.

b. Solusi permasalahan tersebut yaitu meminta Berkas Hard copy Bakal calon

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim kepada LO Partai Politik yang

bersangkutan.

Hasil Kegiatan Tahapan

a. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota

o,
°n

Daftar Calon Sementara (DCS)

JUMLAH LAKI -LAKI/

NS,:’:?TR NAMA JUMLAH PEREMPUAN TOTAL Ki;i?;?,ﬁt: .
oampoL | PARPOL DAPIL - 5
i PKB 5 32 13 45 29%
2 GERINDRA 5 31 12 25 3%
3 PDIP 5 29 16 25 36%
2 GOLKAR 5 32 13 25 36%
5 NASDEM 5 32 13 25 29%
6 BURUH 5 7 3 10 30%
7 GELORA 5 15 5 21 29%
8 PKS 5 32 13 25 29%
9 PKN 5 6 2 10 20%
10 HANURA 5 21 11 32 34%
¥ GARUDA 5 z 5 9 56%
12 PAN 5 3 12 25 31%
13 PBB 5 28 17 25 38%
12 DEMOKRAT 5 24 19 23 4%
15 PSI 5 3 6 9 67%
16 PERINDO 5 29 13 22 31%
17 PPP 5 32 13 25 29%
18 UMMAT 5 6 3 9 33%
TOTAL 394 196 590
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7
0‘0

Daftar Calon Tetap (DCT)

JUMLAH LAKI -
NOMOR KETERWAKILAN
URUT NAMA PARPOL | JUMLAH DAPIL TOTAL
PEREMPUAN ARSI
PARPOL
L P
1 PKB 5 30 15 45 33.33%
2 GERINDRA S 30 15 45 33.33%
3 PDIP 5 29 16 45 35.56%
4 GOLKAR 5 28 17 45 37.78%
5 NASDEM 5 32 13 45 28.89%
6 BURUH 3 7 3 10 30%
7 GELORA 5 15 6 21 28.57%
8 PKS 5 29 16 45 35.56%
9 PKN 5 6 4 10 40%
10 HANURA 5 21 11 32 34.38%
11 GARUDA 5 4 5 9 55.56%
12 PAN 5 30 15 45 33.33%
13 PBB 5 20 16 36 44.44%
14 DEMOKRAT 5 24 19 43 44.19%
15 PSI 5 4 5 9 55.56%
16 PERINDO 5 28 14 42 33.33%
17 PPP 3 31 14 45 31.11%
18 UMMAT 5 6 2 8 25%
TOTAL 374 206 580
5. Sengketa Dan Pelaksanaan Putusan

Tidak ada

6. Tanggapan Masyarakat
Tidak ada
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G. MASA KAMPANYE PEMILU

1) LAPORAN MASA KAMPANYE PEMILU

-

Y
*

Y
*

K2
*

1) Dasar Kegiatan Tahapan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah;
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< Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum;

< Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupataen Muara Enim Nomor 148
Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
pada pemilihan Umum Tahun 2024;

< Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat
Umum Pemilihan Umum melalui metrode rapat Umum partai politik untuk

pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

2) Proses Kegiatan Tahapan

Bentuk Kegiatan pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 tersebut adalah
sebagai berikut :
< Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Kampanye Pemilu 2024. Dilaksanakan
pada hari Jumat pada tanggal 24 Nopember 2023 (Peserta Ketua DPD/DPC
Partai Politik tingkat Kabupaten Muara Enim, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Mura Enim dan Dinas Instansi lainnya) bertempat di KPU
Kabupaten Muara Enim.
< Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum melalui
metrode rapat Umum partai politik untuk pemilihan umum anggota DPRD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024,
(Peserta Ketua DPD/DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Muara Enim,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim dan Dinas

Instansi lainnya) bertempat di KPU Kabupaten Muara Enim.

Kampanye dalam sebuah Pemilihan Umum merupakan bagian yang penting,
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utamanya bagi peserta Pemilu. Pada tahapan ini, peserta Pemilu akan menggunakan
caraatau metode tertentu untuk mempengaruhi pilihan para Pemilih. Pileg dan
Pilpres akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Yang akan dipilih kali ini,
sepasang Presiden dan Wakil Presiden, 17 anggota DPR Rl yang, 33 anggota DPD,
75 anggota DPRD Provinsi, dan 45 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
Rangkaian tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD,
Presiden dan Wakil Presiden sudah dilaksanakan sejak tahun ini. Masa Kampanye

Pemilu kali ini lebih singkat yakni 1 bulan dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai PKPU 15 Tahun
2024 terdiri atas:
< Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
< lklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
< Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
< Rapat Umum; dan

< Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka,
penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga
kampanye dimulai sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
Untuk pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak
dan elektronik baru dimulai tahun depan, dimulai sejak 21 Januari 2024 sampai

dengan 10 Februari 2024.

a) Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2024.
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c. Permasalahan Dan Solusi
a) Permasalahan

Minimnya tempat untuk melaksanakan rapat umum bagi peserta
PemiluTahun 2024.

b) Solusi

Perlu adanya pengaturan jadwal tempat rapat umum bagi peserta
pemiluTahun 2024.

d. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Guna untuk bersama-sama menanamkan dan memelihara disiplin

anggota/pendukung selama penyelenggaraan kampanye Pemilu Tahun

2024.

< Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupataen Muara Enim Nomor 148
Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye pada pemilihan Umum Tahun 2024.

< Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat
Umum Pemilihan Umum melalui metrode rapat Umum partai politik untuk

pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
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Iklan Kampanye Gambar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berbentuk

baleho yang dipasang di area umum.

JURRRL -

R LR L, u*—‘i o [ 18 T3l : .

ﬂ-ﬁ!ﬂ
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Iklan Kampanye Partai Politik berbentuk baleho

2. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

a. Dasar Kegiatan Tahapan

+ Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

+ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

% Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
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X/
X4

% Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

%

» Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah;

7/

% Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7/

% Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang

Pencalonan Perseorangan,;

K/

% Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum.

b. Proses Kegiatan Tahapan

1). Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal
penerimaan LADK yaitu pada tanggal 7 Januari 2024 dan dilaksanakan
paling lambat pukul 23.59 wib. Dalam tahapan penerimaan LADK ini ada
sanksi bagi Peserta Pemilu yang tidak mengumpulkan LADK tepat waktu,
yaitu sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu di wilayah terkait (Pasal

118).
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Penerimaan LADK Partai Politik
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(LADK HP)

2). Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
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Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal penerimaan LADK HP yaitu pada
tanggal 08 Januari 2024 sd. 12 Januari 2024 dan dilaksanakan paling
lambat pukul 18.00 wib. Dalam tahapan penerimaan LADK HP ini tidak
ada sanksi apapun bagi Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LADK

HP.

3) Penerimaan LADK HP Partai Politik

LADK Prraikon Portod Poatik e | v [ ale

i G0000000:¢




4) Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal penerimaan LPSDK yaitu pada
tanggal 28 november 2023 s.d 11 Februari 2024 dan dilaksanakan paling
lambat pukul 18.00 wib. Dalam tahapan penerimaan LPSDK ini tidak ada

sanksi apapun bagi Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK.

5) Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
Tahun 2024, Jadwal penyampaian LPPDK kepada KAP yaitu tanggal 23
Februari sd. 29 Februari 2024. Dalam tahapan penerimaan LPPDK ini
terdapat sanksi administratif apabila tidak menyampaikan LPPDK vyaitu

tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota
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dan untuk calon anggota DPD tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih.
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c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

1).

Menurut Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024,
sanksi dikenakan kepada Peserta Pemilu apabila tidak menyerahkan
LADK tepat waktu, yaitu ditanggal 7 Januari 2024 paling lambat pukul
23.59 wib. Untuk Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Muara Enim
tidak terdapat Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan LADK
sehingga seluruh Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Muara Enim
tidak ada yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta
pemilu dan juga selama penerimaan LADK dan LADK HP tidak ada

satupun permasalahan yang terjadi.

2). Tidak ada permasalahan yang terkait dengan Laporan dan Audit

Dana Kampanye yang secara khusus terjadi di Kabupaten Muara

Enim.

3). KPU mengatur tentang sanksi tidak menyerahkan LADK dalam

pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa
“Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai
Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai

Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
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4). Kurang nya pengetahuan Admin Sikadeka Kabupaten Muara Enim
tentang Aplikasi Sikadeka dan tata cara penginputan yang pada admin
Partai Politik, sehingga agak kesulitan memberikan jawaban kepada
Partai Politik yang berkonsultasi.

2. Solusi

KPU RI maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menambah
waktu Pelaksanaan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi Sikadeka baik
pada Menu Admin KPU Maupun pada Menu Partai Politik, Agar tidak

terjadi kesulitan penginputan dan meminimalisir kesalahan penginputan .
d. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Rapat Koordinasi dengan LO Partai Politik dalam Kabupaten Muara Enim
tentang Persiapan laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dan
Pengenalan Aplikasi Sikadeka dilaksanakan di KPU Kabupaten Muara Enim pada

Tanggal 4 Januari 2024.
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AWAL DANA KAMPANYE
UN 2024 y

o BNke

AOUNISE PEVILIEAX SN
EAREPATEN WiAlA Eviv

% Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
Penerimaan LADK ini dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2024 dan ditutup

dihari yang sama pada pukul 23.59 wib. Peserta Pemilu yang menyerahkan

LADK berjumlah :
: Yang
Peserta Pemilu Yang Melakukan
Menyerahkan Perbaikan
LADK LADK
Partai Politik 18 Partai Politik 13 Partai Politik

% Penerimaan Laporan Penerimaan dan Peneluaran Dana Kampanye (LPPDK)

K/

2024.

Penerimaan LPPDK dilaksanakan pada tanggal jadwal penyampaian

LPPDK kepada KAP yaitu Jumat, 23 Februari 2024 s.d Kamis 29 Februari 2024.
Dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Kabupaten Muara Enim,
1 Partai Politik yang tidak/terlambat Menyampaikan LPPDK.
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Peserta Pemilu yang menyerahkan LPPDK berjumlah :

. Yang Tidak
Peserta Pemilu Yang Menyerahkan
Menyerahkan LPPDK
LPPDK
Partai Politik 17 Partai Politik 1 Partai Politik

< Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

Audit Dana Kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan oleh KAP
yang pengadaannya oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, Menurut Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Audit LDK dan penyampaian Hasil
Audit Dana Kampanye dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian LPPDK kepada
KAP.

Penyampaian LPPDK kepada Peserta Pemilihan Umum

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, penyampaian hasil
audit kepada Peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Hasil Audit Dana
Kampanye diterima dari KAP. Pada tanggal 29 Maret 2024 KAP menyerahkan
Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Partai Peserta kepada KPU Provinsi
Sumatera Selatan. KPU Kab/Kota datang ke kantor Kantor KPU Provinsi
Sumatera Selatan untuk mengambil Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Partai
Politik Peserta Pemilu tingkat Kab/Kota yang 1 (satu) hari kemudian akan mereka

serahkan kepada Partai Politik di Kab/Kota masing-masing.
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Pada tanggal 5 April 2024, KPU Kabupaten Muara Enim menyerahkan Laporan

Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu kepada Partai Politik.

Peserta Pemilu

Yang Mengambil
HasilAudit Dana
Kampanye

Yang Tidak
Mengambil Hasil Audit
Dana Kampanye

PartaiPolitik

18 PartaiPolitik
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Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, pengumuman Hasil
Audit Dana Kampanye dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
Hasil Audit diterima dari KAP. KPU Kabupaten Muara Enim memasang
pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Partai Peserta Pemilu di papan

pengumuman dan Di Media Sosial KPU Kabupaten Muara Enim.
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HASIL AUDAT LAPORAN DANA KaMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
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°,

« Laporan Asurans Independen.

Laporan Asersi (menggunakan formulir model LPPDK1 - Parpol dan LPPDK1-

DPD); dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

(menggunakan formulir model LPPDK2-Parpol dan LPPDK2-DPD).
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H. SOSIALISASI

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-UndangNomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
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d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiliham
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024.
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2. Gambaran Umum

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilihan hingga saat ini masih sering dimaknai dengan tingginya
jumlah persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya di
tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan hakikat partisipasi
masyarakat dalam pemilu dan pemilihan haruslah dimaknai secara
luas, meliputi peran masyarakat sebagai pemantau pemilu/pemilihan,
anggota badan adhoc penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu,
bahkan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi
penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang aman, damai, tertib dan
lancar.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mengatur dalam
ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 10
Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa
partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk, keterlibatan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pengawasan dalam
setiap pelaksanaan tahapan pemilu, sosialisasi pemilu, pendidikan
pemilih, dan survey atau jajak pendapat tentang pemilu, dan
penghitungan cepat hasil pemilu, dengan ketentuan tidak melakukan
keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,
tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu, bertujuan
meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan
mendorong  terwujudnya  suasana  yang kondusif  bagi

penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar,
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Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia,
Kelompok, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi keagamaan,
Kelompok Adat, Badan Hukum, Lembaga Pendidikan, dan Media
Cetak atau Elektronik pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kegiatan yang terus dijalankan oleh KPU adalah
melakukan pendidikan pemilih, seperti yang diatur dalam Peraturan
KPU Nomor 10 Tahun 2018, dimana pendidikan pemilih dimaknai
sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk
meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih
tentang pemilu. KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan
Pendidikan Pemilih dengan para Pemilih Pemula dan Pendidikan
Pemilih bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten
Muara Enim untuk mempertahankan atau meningkatkan partisipasi
masyarakat, dan diharapkan pula dengan kegiatan ini akan
melahirkan generasi penerus yang paham tentang pemilu yang

berintegritas dan profesional.

3. Maksud dan Tujuan
1) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Muara
Enim pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.
2) Mencetak/ membentuk agen-agen Pemilihan Umum dan
Pemilihan di Kabupaten Muara Enim yang mempunyai
pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam dalam

kepemiluan.
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A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara langsung

a.

Sosialisasi kepada Pemula yaitu menjadi Pembina Upacara di
SMA Unggulan Negeri 1 Muara Enim, SMA Negeri 2 Muara Enim,
SMA Negeri 1 Gunung Megang, MAN Negeri 1 Muara Enim dan
Negeri 1 Ujan Mas dengan jumlah peserta mencapai 2.500 siswa.
Sosialisasi Peluncuran Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun
2024. Sosialisasi dilaksanakan tanggal 7 Juni 2024 di Lapangan
Gedung Olahraga Pancasila Muara Enim. Sosialisasi mengundang
seluruh PPK dan PPS sekabupaten Muara Enim, KPU Provinsi
Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Kota se Sumatera Selatan,
Forkopimda, Dinas Instansi. Partai Politik dan Seluruh Lapisan
Masyarakat Muara Enim. Sosialisasi akbar di selenggarakan
sekaligus mengenalkan Maskot Pilkada Muara Enim dengan
mengundang Band Ibukota untuk memeriahkan acara Sosialisasi
dengan jumlah pengunjung 1.400 orang.

Sosialisasi Kepada Media dan Organisasi Masyarakat
dilaksanakan pada Tanggal 21 Juni 2024 di Aula kantor KPU

Kabupaten Muara Enim dengan peserta sebanyak 50 orang.

2. Sosialisasi Pendidikan Pemilin melalui Media.

a.

Sosialisasi melalui Radio yaitu Radio Serasan Muara Enim dan
Radio Janmas Muara Enim.
Sosialisasi melalui Media Sosial.

a. Facebook : PPID KPU Muara Enim
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b. Tiktok : @kpu.muaraenim
c. Instagram : kpu_kabupaten_muaraenim
d. X:kpume

e. Youtube : KPU Muara Enim.

. Materi Sosialisasi Pendidikan Pemilih.

a. Materi berupa Papan Slogan Ajakan memilih, jangan Lupa Ke TPS,
Jangan Golput, Tolak Politik Uang, Pastikan terdaftar di DPT, Ayo
Nyoblos, dan Ayo gunakan Hak Pilihmu.

b. Slide dan Hard PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

. Upaya yang dilakukan

KPU Kabupaten Muara Enim sudah menyusun jadwal pelaksanaan

Sosialisasi untuk Pilkada Tahun 2024 yaitu :

a. KPU Goes To School untuk pemilih pemula akan di selenggarakan
di SMA/SMK di 22 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;

b. KPU Goes To Campus untuk pemilih segmen mahasiswa
direncanakan di 3 kampus dan 2 Lembaga Pendidikan
Keterampilan (LKP).

c. KPU Goes To Pesantren akan di laksanakan di 2 Pondok
Pesantren dalam Muara Enim.

d. Sosialisasi ke kaum Marginal akan di selenggarakan untuk Driver
Ojek, Petani Kopi, Petani karet, Petani Sawit dan Nelayan di

wilayag Perairan.
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e. Sosialisasi ke Kaum Perempuan akan di selenggarakan untuk
Muslimat NU, Aisiyah, Forsap dan Organisasi wanita dalam
Kabupaten Muara Enim.

B. Dokumentasi
- Sosialisasi Nonton Bareng Film Pemilu Kejarlah Janji di
Pesantren Darussaadah Muara Enim dan Kampus STI Tarbiah

Muara Enim.
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- Bapak Fadlin M Amien, SH Sebagai Pembina Upacara pada

Senin 5 Februari 2024 di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim

R e
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- Bapak Ramadansyah, Sebagai Pembina Upacara pada Senin 5

Februari 2024 di SMA Negeri 2 Muara Enim.

- Bapak Taufik Qurrahman Sebagai Pembina Upacara pada Senin

5 Februari 2024 di SMA Negeri 1 Gunung Megang
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- Bapak Fadlin M Amien, SH Sebagai Pembina Upacara pada

Senin 12 Februari 2024 di MAN Negeri 1 Muara Enim

- Ibu Rohani, SH Sebagai Pembina Upacara pada Senin 12

Februari 2024 di SMA Negeri 1 Ujan Mas.

- Sosialisasi Kepada Media dan Organisasi Masyarakat.
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C. Penutup

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih ini
disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam
pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2024.

I. MASA TENANG

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, pada pasal 1 ayat 36, masa tenang adalah masa yang tidak
dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masih
dalam undang-undang yang sama, dijelaskan pula terkait aturan dan
larangannya.

Masa Tenang Pemilu adalah larangan kampanye politik sebelum
pemilihan presiden atau pemilihan umum (pemilu), Tujuan dari masa
tenang ini adalah untuk memberikan waktu kepada pemilih untuk

mempertimbangkan pilihan mereka sebelum membuat keputusan.

J. PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam
Pemilu/Pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional,

akuntabel, efektif, efisien, dan ,aksesibel.
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Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi
persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara,

persiapan penghitungan

suara, pelaksanaan penghitungan suara, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 3 Tahun 2022 tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun
2024.Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 Tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pada tahun 2024,

Hari Pemungutan Pemilu tahun 14 Februari 2024.

KPU Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan tahapan
Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 di tingkat KPPS,
Rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada tanggal 18 Februari 2024 di
22 Kecamatan dan bertempat di Aula kecamatan ., dan 1 (satu)
kecamatan yaitu Kecamatan lawang Kidul selesai pada batas akhir

yaitu tanggal 1 Maret 2024, untuk Rekap di Kabupaten
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dilaksanakan pada tanggal 1 sd 4 Maret 2024 bertempat di

ballrom the Melio Hotel Muara Enim.

Gambar

Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Anggota DPRD Kabupaten

wreiunASIE .,:
':_ROLEHAN '

RAPAY SIEouna

| 5 nvmu. Mntan\ VAN
!cnn Ny AM ;

» i a
USTUN ¥ meivl
'&

—— ) ——

0»

Muara Enim.
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K. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan

peraturan sebagai berikut:

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848)

X3

25

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5189);

>

% Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
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>

o
25

Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023
tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam
Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan
Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024;

Proses Kegiatan Tahapan Mengacu pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan mengundang Bawaslu, Partai

Politik dan Forkofinda Kabupaten Muara Enim.

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Rapat Pleno KPU Kabupaten

Muara Enim memutuskan:

Penghitungan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik
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anggota DPRD Kabupaten Muara Enim untuk masing-masing daerah

pemilihan (Model D Hasil DPRD Kabupaten);

Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai poltik pemilihan
umum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Model D
Hasil DPRD Kabupaten); Nama-nama calon terpilih anggota DPRD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 setiap partai politik untuk
masing-masing daerah pemilihan (Model D. Hasil DPRDKabupaten)
Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam
pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Kejadian Khusus)
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SALINAN.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

REPUTUSAN KOMIST PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 831 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

bahwa berdamurkan ketentuan Pasal 418 avat (3}
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliban
Umum, yang menyvatakan perolehan Kurst Partas Politk
Pesertn Pemilihan Umum  untuk anggoma  Dewan
Perwakilan Rakyu! Doersnh Kubupsten/Kotn ditetapkan
oleh Komisi Pemilihen Umum Kabupaten /Kota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan passl 20 ayat (3]
Persturen Komisi Pemilihun Umum Nomor 6 Tahun 2024
teatang Penctapun Pasangan Calon Terpilih, Peoetapan
Perolchan Kursi, dan Penctapan Calon Terpilih dalam
Permilihun Umum;

Latwa Komisi Pemllihan Umum Kabupaten Muara Enim
tclah  melaksanakan Rapat Pleno  Terbuka  untuk
melakukan Penetapan Perolehan Kursi Partai Palitik
Peserta Pemiliban Umum Anggota Dewsn Perwakiian
Rakyat Dacrah Kabupaton Muara Enim dalam pemiliban
umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita
Acars Nomor 89/PP.01.4-BA/ 1603/2024% Tanggal 28 Mei
2024,

bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksid
dalam hurul &, hurul b, dan hurul ¢ periu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara
Enim tentung Penghitungan dan Penetapan Perolehan
Kurst Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Muam
Enim dalam Pemiliban Umum Tahun 2024,
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Mengingat

1.

4.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182 Tambalen Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 6100) schagaimana telah  dirubah
dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 teatang
Peneiapan  Persturan  Pemenntah  Pengganti Undang.
Undang Nomaor | Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentung Pemilihun
Umum menjad: Undang/Undang (Lembaran  Negarn
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Pernturan Komist Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tatn Kerje Komisi Pemiliban Umum, Komim
Pemilihan Umum Provinsl, den Komisi Permilihan Umum
Rabupaten /Kot [HBeritn  Negarn Republik  Indonesia
Tehun 2019 Nomor 320| sebagaimans teloh beborapa kall
diubah  terakhir dengan Peraturun Komisi  Pemilibon
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentung Tatn Kerja Komisi Pemilihan Unum, Komis
Pemilihan Umum Provinsl, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Beritn Negora  Republik  Indonesin
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komis: Pemilihan Umumn Nomor 6 Tabun 2024
femtang Penctapan Pasangan Calon Terpilih, Penctapan
Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpiiih dalam
Pemilihun Umum (Berita Negara  Republik  Indonesin
Tahun 2024 Nomor 101);

Keputunan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penelapan Hasil Pemilihan Umum Pressden
dan Wakal Presiden, Anggots Dewan Perwakilan Rakvat,
Dewan Perwakilan Dacrah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyul Daersh
Kabupaten /Kota secara Nasional dalam Pemilthan Umum
Tahun 2024,

Sural  Ketua  Komisi  Pemilihan Umum  Nomoe
THI/PLOL.O.SD/05/2029 tanggal 25 mer 2024 Perihal
Penetapan Kursi dan Calon  terpilih Angeote  DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusun MK,
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Ry B
MEMUTUSKAN:

Menetepkan @ KEPUTUSAN  KOMIST  PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN
MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAl POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA
ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024,

KESATU ¢ Menetapkan  Peoghltungan Perolehan Kursi Partai - Politik
Peserta  Pemiliban Umum  pada setiap Daerah Pemilihan
Dalam Pemilihan Umum Anggote Dewan Perwakilan Rakyat
Doerah Kabupaten Muars Enim tshun 2024, sehagaimans
terlampir;

KEDUA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditctapkan.,

Ditetapkan di Muars Enim
pods tanggal 28 Mei 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muars Enim

Tid

ROHANI

Salinan scaual dengan sslinyn
4 kretariat KFU Kabupaten Muaras Enim
M bbang Hukum dan SDM,

= D - '
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 831 TAHUN 2024

SALINAN

TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURS! PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024,

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAF DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN 2024
KABUPATEN | KOTA CMUARA EMIM
DARRAH FEMILBAN  MUARA ENIM |
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DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

33=
PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURS| PARTAI POLITIE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN

TAHUN 2024

KARUPATEN / ROTA | MUARA EMIM

DAERAM PEMILIMAN | MUARMA ENIM 2
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PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENTM
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PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURS] PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
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|SALINAL
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 831 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURS! PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024,

REKAMTULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

RINCIAN |
R L s m'm. u:m. mam. m;n. n:;'u. m
uum?-mu mmn: ENIM MUAR: ENIM | MUARA ENIM | MUARA ENIM

i) @ K] “ ) (o] ]
1. Partul Kebungkitan Bangsa 1 | 1 . ! 4
2. Partai Gerindres 1 1 a | 1 2 7
3, PDI Perjuangan I 1 1 i ! 5
4. Partni Golkar 1 1 1 | Re & 6
‘&, Partmi NasDem 1 1 | 1 4
|6 Partwi Buruh
7. Partai Gelombang Rakyst indonesin = s Jil—e .
'8, Partal Kesilun Sejahtern L 1 1 ‘ ! 3
'9, Partni Kebangkitan Nusanturs 3 | RS | B> b
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an sesual dengan aslinya
gariat KPU Kabupaten Masra Enim
g Hulkum dan SDM,

10, Parai Hat Buran) Rokyst . : :
I1. Partui Gards Republik Indocesia -
12 Partni Amenat Nassanal ' i 5
"1, Prrtat Bulung Birtung - = ”
14. Partai Demokast ! a 9
18, Partai Selidaritas Indonesia - - >
16, Partai Perindo !
| 17. Purtai Persatusn Pembangunan 1 1 5
24, Partal Umimut =
B. | JUMLAH TOTAL KURS) s
KOMISE PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
KETUA
T
ROHANI
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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 832 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWARILAN RAKYAT
DAERAH KAHUPATEN MUARA ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMIS] PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

|

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang
Undang Nomor 7 Tehun 2017 tentang Pemilihan Umum,
vang monyatnkan calon teepilibh anggots Dewan Perwakiban
Rakynt Dunermh BKobupaten/RKots ditetapkan oleh Komim
Pemilihan Umum Kabupaten /Kot

bahwa untulk melaksanakan kententuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Komigi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
tentung Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan
Perolchan Kurwmi, dan Penctapan Calon Terpilih  datam
Pemilihon Umaem;

bahwa Romisl Pemilihan Umum Kabupsten Muara Enim
telah melaksanakan Rapat Plenoe terbukn untuk melskukan
Penetapan calon terpalih Anggots Dewan Perwakilan Rakvat
Daecrah Kabupaten Muarn Enim dalam pemilihan umum
tnhun 2024 scbagnimana tertuang dalam Berita Acamn
Nomor 90/ PL.GL9-BA/ 1603 /2026 Tanggal 2 Mei 2024;
hahwa bedasarkan pertimbangsn sebagaimann  dimaksud
dalam huruf w, huruf b, dan hura!f ¢ perly menotapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muuss
Enim tentang Peavtapan Calon Terpilih Anggnta Dewan
Perwakalan Rakvat Daerah Kabuapaten Muars Enim dolam
Pemilihan Umum Tahun 2024,
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Mengingat

o

3 »
Undang-Undang Namor 7 Tahun 2017 tenteng Pemilihan

Umum (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembarun Negara  Republix
Indonesia Nomor 6109 achagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 7 Tohun 2023 tentang Penetapon
Peraturan Pemenntaly Pongeant Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2007 tentung Pemilihan Umum mesgjndi
Undang-Undang (Lembamn Negamn Republik  Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomaor 6863);

Permturan Komum Pemubhan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tala Kerga Komim Pemilihan Umum,  Komsi
Pemilihan Umum Provinsd, dan Komisd Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negars Republik Indonesin Tahun
2019 Nomor 32| sebagnimana telah behernpa kali diubab
terakhis dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Poraturmn
Romini Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 entang Tata
Rerpt Komisi Penilihan Umum, Kamisi Pemilihan Umum
Provinst, dan Kemist Pemilihan Umum  Kabupaten /Kota
(Berita Negnm Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penctapan Pasangan Calon Terpliih, Penotapan
Perolehan Rursi, dan Penetapan Calon Terpilih  dalam
Pemibhoan Umum (Berita Negarn Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 101);

Keputunan Komisi Pemiliban Umum Nomor 360 Tehun
2024 wnlang Penetnpan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Anggota Dewsn Perwakilan Raicyat,
Dewan  Perwakilan Daesgh, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupsten /Kota secars Nasional dalam Pemilihan Umuam
Tahun 2024,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Muara
Enim Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penctapan Perolehan
Kursi Parua Polittk dalam Pemiliban Umum Anggota Dewan
Perwankdlan Rakyut Derrah Kabupsten Muarn EnimTahun
2024,
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-3
MEMUTUSKAN:

Menetopkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA
ENIM TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA
ENIM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024,

KESATU . Menctapkan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilun Rukyat
Daerah Kabupaten Muarn Enim dalam Pemilihan Untum tshun
2024, Sebaguimpns Tercantum dalam Lampiran Kepurisan vang
Merupakan bagian tduk terpisahkan dar Keputusan ini;

KEDUA ¢ Calon Terpilih Anggots Dewnn Perwakilan Rakyat Daernh
Kabupaten Muarn Emm sebogaimana dimaksud dalam Dedaum
KESATU, didasarkan pada Perolehan Kurst Partal Politik Peserta
Pemilu di seaty Duerall Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan
s terbanvak yang diperoleh masing-masing calon anggots
Dewan Perwakilun Rakyat Dacrah Kabupaten Muara Enim di
satu Daerash Pemilihan yang tercantum pade surat susra;

KETIGA ¢ Keputusan i mulai berinku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Mej 2024
Komisi Pemilihan Umum
Koabupaten Muars Enim

Tud

ROHANI

Salinan sesund dengan aslinys
= @arint KPU Kabupaten Muara Enlm
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|SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 832 TAHUN 2024

TENTANG  PENETAPAN CALON TERPILIN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E TERPILIH
DPRD KAB/KOTA KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN EAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI ¢ SUMATERA SELATAN
KAHBUPATEN/KOTA ; KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN ! MUARA ENIM |
ALOKASI KURSI : 8
S = — e ———
No. Namn Calan Terpikih m ';oml ot gg,'lf | Numa Parad Politik
= rafiakas -
o: ([P TINIGY | em | 8 Sejahtora
2. M. Azhan. 8H 2911 n Partud Gerindra
3. | Yadtustire Dwi Patra, SE 3078 H Prrtel Pornatsinn
Sl oy Mumomm i T . \ Partal Gotonm Karya
Partai Demokransi
L Rt e B8 ML | indenesn Perjuangan
6. | Apri Yeny, S! 2049 3 | Purtai Amannt Nasicoal
7. | H. Ajls Rahmun, SE 2873 I Purtni Nasdem
_ i Partos Kebangdton
8, Seltl wli, SE 1.537 i
s s e R =l Bangu

KETUA KOMIST PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM,
Salinan sesuai dengan aslinya T
A n\' 4 Kabupaten Muarm [Knim
RHUkum dan SDM, ROHANI

1103



2 [SALINAL,

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
RAHUPATEN /KOTA - KABUPATEN MUARA EXNIM
DAERAH PEMILIHAN - MUARA ENIM 2
ALOKASI KURSI -8
4 Perolehan | Nomar Urat .
No, Nama Calon Terpilth Suara Sah Ll DCT Nama Partai Politik
Partal Persatuan
1. Muhamad Napuleon, ST 5.853 1
Pembangunan
Parta Demokoras
2. | Yup, SE MM 3212 I
Indonesin Perjunngun
) Partal Kebangiitan
3 | Desy Riynanh 2.%90 4 i
4. Ermanadl 3466 | Partal Demokrat
Ruyzendra  Hendry  Putra, |
5 4 2.507 2 Puriai Gerindra
5H
b, | Marmisan, SE 2485 | 1 | Pertai Golkar
7 | HDay Firmunsyah Putra 4103 ' I Parial Amanat Nasional .
" Jon Dries, ST .MM 1 764 1 rn
Sejahtern |

KETUA KOMIST PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

Tud
ROHANI

Salinun sesund dengan aslinys
Se iat KPU Kabupaten Muara Enim
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a- 'SALINAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI . SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA | KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN  : MUARA ENIM 3
ALOKAS! KURS! ' 11
Fervichan Namor Urat
No. N Calon Terpiih 8 Sah islagn DCT Nuagtea Partid Politik
L | Wayan Astra, AMd 5478 ) Partis Oerindra
. Partal Demokrasi
2. | Mukarto, 8. 3.624 | Midoniosta Peiiaiain
3 | Mut Suron 2614 1 Partas Demolaat
4. | Lusi Suryadi 4.970 1 Parta: Nasdem
5 Hadlono, SH 5.327 ] Pastal Colorygan Karya
6 | M Pasma Ajunsyah, ST 3308 2 Pt Echangiten
7. | Edy Yanto, SH 3.234 ) Purtal Amanat Nasinnal
8. | Nino Andrion, SE 3,530 1 "‘“"‘p : Permatumn
9 | Ponire, SH.M.Xn 5673 ! Gerndra
Partal Keadidan
10 | Syuryadi, SE 2,607 1 Sej -
11 | Leroni lyas, $.Pd. MM 3067 1 Partal Pertndo

KETUA KOMIST PEMILIHAN UMUM

RABUPATEN MUARA ENIM,
Td
ROHANI
Salinan sesuni dengan aslings
§ t KPU Kabupaton Muara Enlm
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4 |SALINAN
DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA - KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN - MUARA ENIM 4
ALOKASI KURSH h
, N Perolehsn Nomar Urut
’ Ny, Numa Calon Terpiliy Susra Sah dalam DOT Namis Fartal Polink
! Bndin Efendi, S.E 0495 1 Partal Amanat Nassanunl
2. Yuauf Effend:, S .Sos 5260 | Parial Nasdem
| 2 Partad Demaolorns
1 3 | Elhanson, A Md 2.050 3 Soukiiita Wt
4. | Hardisnw 5118 | Partnl Oerindrn
" Partai Persatunn
5 Muallimin Fajarudin, % M 4484 | , Pemt s
O, Jotudi, SH 3.480) 1 Partsi Golomgan Kooyw

RETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

Twd
ROHANI
Salinan sesuni dengan asiinyn

e geint KPU Kabuparen Muara Enim
\'"""."'* ukum dun SDM,
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5- |SALINAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUARA ENIM
DAERAH PEMILIHAN  : MUARA ENIM 5
ALOKAST KURSI 12
Porodehan Nommor Uit :
No. Nama Calan Terpilih 8 Saly talam DCT Nama Purtal Paletilc
1 Mubamad Nawr 3978 1 Partw Gerndrn
2 | Kholizol Tamhullis 3.027 1 Partal Golongan Karys
7 X Parti Keadilun
3 t'li Titie Susants, 8 AL MM 4285 | Sejuhtera |
4, |Xazman MA 4260 1 Purtai Nasdem |
p Partii Kebangiitan
A Farhan 2,061 12 ”
Partal Demokransi
0 Lino Banuki, B8Sc 2983 | Indcnesia Perf |
| 7 ;,';.“;:* . . S 2.634 3 Partal Amanat Nasicoal
4 Dwi Windurtd, BH. M Hum 5421 H Partid Demnlarut
| 9. | Supriante 5431 1 sty
10, | Deddy Arianio, 8§ Pdi 2.186 | Partod Oerindrn
11 | Niarin 1765 " Parval Hagusa
12| Yusran Effend) 2.002 2 Purtal Golongan Xurya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
Tid
Salican sesual dengan aslinya ROMANI

KPL Kabupaten Muarn Enim
Hukum dan SDM,
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L. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA ANGGOTADPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA

Pelaksanaan pengucapan sumpah/Janji Presiden dan Wakil
Presiden dilaksanakan di tingkat Pusat pada tanggal 20 Oktober 2024,
Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR dan DPD di tingkat Pusat pada tanggal
1 Oktober 2024, DPRD Propinsi Sumatera Selatan dilaksanakan di tingat
Propinsi pada tanggal 24 September 2024 dan Pengucapan Sumpah Janji
Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terpilih dilaksanakan di Kabupaten
Muara Enim pada tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di Gedung DPRD

Kabupaten Muara Enim.
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BAB Il
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim telah sukses menggelar
Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Tahun 2019 dan Tahun 2024.
Selama proses pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dari mulai
tahapan kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan
Badan Penyelenggara Ad-Hoc, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan
Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL),
Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Logistik,
Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Sosialisasi, Rekapitulasi dan
Penetapan Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu dan
Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih secara umum berlangsung
dengan kondisi aman, tertib, kondusif dan sesuai dengan Jadwal Tahapan
Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Walaupun masih ada beberapa
kekurangan ataupun permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kerjasama antar
instansi yang terkait dalam Pemilihan Umum yaitu antara lain Bawaslu
Kabupaten Muara Enim, Aparat Kepolisian, Aparat Keamanan, Kejaksaan, Desk
Pemilukada, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Anggota DPRD Kabupaten

Muara Enim berlangsung secara intens, harmonis dan sinergis.

Namun dibalik itu, terdapat beberapa hambatan / kendala yang sifatnya
tidak terlalu signifikan yang bisa diselesaikan dengan baik menurut ketentuan
yang berlaku. Secara keseluruhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara

Enim dari waktu ke waktu telah melakukan yang terbaik demi suksesnya
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penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Muara Enim.
Adapun permasalahan/hambatan yang dihadapi selama berlangsungnya

pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 diantaranya :

1. Terkait masalah Verifikasi dan Pencalonan seringkali Partai Politik kurang
memahami beberapa peraturan dan sering terlambat dalam menyerahkan
Dokumen keanggotaan.

2. Regulasi/Peraturan KPU yang diterbitkan/dikeluarkan dari KPU RI
terkadang waktunya terlalu sempit dan seringkali mendekati hari kegiatan
pelaksanaan tahapan.

3. Terkait Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc (PPK,PPS dan KPPS)
Sumber Daya Manusia/Penguatan Kelembagaan masih terdapat
permasalahan, yaitu dari segi profesional kuantitas maupun kualitas,
pergantian dan pengunduran diri PPK dan PPS yang mendekati tahapan
pemungutan suara.

4. Terkait Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih,
permasalahannya yaitu rendahnya partisipasi elemen masyarakat,
pemerintah serta peserta pemilu dalam pengawasan Pemutakhiran Data
dan terkait Data Pemilih Lapas, masih banyak warga binaan yang tidak
memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor identitas kepedudukan
(NIK).

5. Sistem Informasi yang disediakan oleh KPU RI yang terkadang mengalami
perbaikan/maintenance dan tidak bisa diakses sehingga menghambat
kerja untuk menginput data.

6. Terkait Logistik Pemilu, permasalahannya yaitu belum adanya standar

biaya tentang pendistribusian logistik, serta regulasi yang sering berubah
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secara tiba-tiba dan mempengaruhi jumlah logistik sehingga berdampak
pada pengadaan dan pendistribusian logistik ke Kabupaten/Kota.

7. Terkait Sumber Daya Manusia, permasalahan yaitu masih ada
Kabupaten/Kota yang mengalami kekurangan Aparatur Sipil Negara
(ASN), belum adanya kesamaan perioderisasi akhir masa jabatan
Komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saat tahapan
pemilu berlangsung.

8. Terkait Anggaran, permasalahan yaitu minimnya anggaran rekapitulasi di
tingkat PPK dan PPS terutama di Kecamatan yang jumlah TPS-nya besar,
adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak terduga dalam tahapan yang
berdampak pada anggaran (PSU,PSS dan PSL ataupun hitung ulang),
minimnya anggaran sewa gudang logistik pemilu.

9. Terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu dari 1 permohonan PHPU yang
masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk Dapil 1 pemilihan DPRD Kabupaten

Muara Enim.

Berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal, dengan harapan setiap
fase persiapan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan dan kemajuan,
namun dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholder maupun elemen
masyarakat tetap sangat dibutuhkan, mengingat suksesnya Pemilihan Umum
merupakan tanggung jawab bersama, dan menghasilkan Pemilihan Umum yang
berjalan dengan lancar, aman, damai dan demokratis. Hal ini dibuktikan dengan
meningkatnya partisipasi pemilih dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu
sebelumnya, Pengadaan dan Pendistribusian barang khususnya barang
perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat terlaksana dengan

lancar, sehingga tidak terjadi kekurangan logistik yang cukup berarti baik itu di
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tingkat KPPS, PPS maupun PPK.

SARAN

Dengan suksesnya penyelenggaraan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan
Umum Tahun 2024, bukan berarti dalam perjalanannya tidak menemui
permasalahan, namun segala permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik.
Ketika permasalahan itu muncul, para Penyelenggara langsung berkonsultasi
dan berkoordinasi dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait. Ada beberapa
hal yang paling penting terkait suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2024, yaitu :

1. Verifikasi dan Pencalonan

Hendaknya dilakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan
mengenai pencalonan terhadap Peserta Pemilu serta aplikasi SILON.

2. Peraturan/Regulasi

Setiap Peraturan atau ketentuan terkait Pemilu perlu diadakan pemahaman
bersama, dan Perubahan Peraturan yang telah ditetapkan dan
sosialisasinya hendaknya dilakukan jauh hari sebelum Tahapan, sehingga
pemahaman mengenai peraturan ataupun ketentuan mengenai Pemilu bisa
lebih baik lagi

3. Sumber Daya Manusia

Pentingnya rekrutmen Sumber Daya Manusia yang berkualitas, profesional
dan menguasai teknologi, baik di lingkungan KPU maupun Badan Adhoc,
perlunya penyamaan perioderisasi akhir masa jabatan komisioner KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saat tahapan pemilu berlangsung.
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4. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Diharapkan partisipasi aktif masyarakat terlibat dalam melakukan
pengawasan untuk mendaftarkan diri dalam Pemutakhiran Data Pemilih,
terkait data warga binaan sebaiknya pihak lapas mempunyai database
terkait dengan identitas warga binaan diharapkan pihak lapas bekerjasama
dengan Disdukcapil mengenai data warga binaan.

5. Sistem Informasi

Hendaknya tim IT membuat Risk Management dan langkah-langkah yang
tepat dalam menangani masalah yang terjadi di system, sebaiknya server
dibuat per wilayah provinsi sehingga memudahkan dalam pengaksesan dan

pengelolaan sistem aplikasi.

6. Terkait Logistik

Terkait masalah keterlambatan surat suara logistik pemilu, pengadaan
logistik sebaikya ada beberapa jenis logistik yang harus dilaksanakan oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupten/Kota misal untuk surat suara Pilpres dan
DPD oleh KPU RI, dan untuk surat suara DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi, untuk standarisasi harga
pendistribusian logistik diharapkan KPU Kabupaten/Kota harus melakukan
Koordinasi dengan pemerintah setempat, dan untuk stadar spesifikasi kotak
suara sebaiknya diganti dengan bahan duplex yang kuat dan lebih kedap air.

7. Terkait Anggaran

Terkait masalah anggaran sebaiknya penambahan anggaran untuk honor
KPPS mengingat beban kerja badan Adhoc dan juga perlunya jaminan

keselamatan kerja badan Adhoc, penambahan anggaran untuk pelaksanaan
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tahapan rekapitulasi terutama untuk kabupaten/kota yang jumlah
kecamatannya besar, perlu disediakan anggaran untuk menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu yang tidak terduga dalam tahapan (PSU, PSS dan
PSL ataupun hitung ulang), penambahan anggaran sewa gudang logistik

untuk Kabupaten/Kota.

Laporan Evaluasi Kegiatan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum
Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban selaku
pelaksana kegiatan dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum di Tahun 2024. Selanjutnya laporan evaluasi ini
juga dapat dijadikan sebagai salah satu media penilaian terhadap kinerja

penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi gambaran tentang pelaksanaan
pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk dijadikan  sarana
kontrol bagi instansi atau Institusi yang mempunyai kewenangan melakukannya.
Saran, kritik dan masukan tentu sangat diharapkan untuk perbaikan pembuatan laporan

selanjutnya dan untuk peningkatan kualitas Pemilihan Umum Tahun 2024.
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